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ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Konsep Lisensi Bebas atau General Public License (GPL)
Dalam Program Komputer Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Hukum
Tentang Lisensi

{ Husnul Halim, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 03140043, 71 Hm. )

Perkembangzan teknologi salah satu factor dalam perubahan peradaban
manusia. Salah sstunys penggunaan computer vang merupakan hasil dari
perkembangan teknologi zaman sekarng, Penggunaan compuier tidak  dapat
dipisahkan dengan program computer. Dimana penggunasn program compiiier
vany lepal  membutuhkan  suatu peranjian lisensi  dari penciptanya.
Mendominasinya program computer komersial melahirkan adanya keterikatan dan
keterbatosan  dalam  hal  penggunaan,  Schingga  lahir  sumie lisensi yang
memberikan  kebebasan dalam hal pengpunaan  program computer.  Lisensi
program computer bebas merupakan suatu perjaniion pengaliban hak dengan
ketentuan tertentu dengan menggunakan asas kekebasan dalam menggunakan
propram computer sebagai objek lisensi, Perbuatan bebas yang terkandung dan
ketentuan berupa bebas dalam pevalinan, pengpeunasn, modifikasi dan distribusi
kembali.Lisensi General Public license merupakan salah satu lisensi yang lebih
bayak digunakan untuk program computer bebas dengan sumber terbuka {open
source). Pengeunoan program computer bebas ini masih belum memasvarakat
seperti balova program computer closed source (tertutup) atau vang bersital
komersial. Bahkan program compuler komersial vang dipunakan di Indoenesia
pada umumnya didapat dan diperoleh secara illegal. Schingea menggambarkan
pencgakan hak kekavaan intelekiual i indenesa masib lemah. Hal inilah yang
melatarbelakangi  penulisan  im.  Permasalaban  vang  peoulis  telitt berupa
bagaimana pengaturan konsep Lisensi General Public License (GPL) berdasarkan
ketentusn  hukum  lisensi, penerapan, penggunaan  serta kendala  dalam
pengounaanyva, Metode vang digunakan dalam penafsiran in adalah yuridis
normatif, Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Lisensi GPL pada
program computer menural huk kekayaan intelektual merupakan suaty bentuk
perlindungan kekayvaan intelektual program computer. Penggunaan Lisensi GPL
jups merupakan suate hentuk alih teknologi.  dimana sume bentuk dar
penverapan teknologlh bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan perckenomian.,
penerapan Lisensi GPL mempunyai kendala-kendala berupa masih sedikitnva
pengaturan hokum mengenai pemberian lisensi atas program computer bebas. Dan
juga pemahaman masyarakat pengguna leknolog di Indenesia masih minim akan
maksud dan twjuan dari lisensi GPL. Schingga menimbulkan  salah dalam
mengartikan, memahami serta dalam penggunaan dari lsensi i
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BAB 1

PENDAHULUAN

A, LATAR BELAKANG MASALAH

Berkembangnya teknologi pada saut sekarang ini, dilandsskan dari kebutuhan
manusia yang tanpa batas dalam menunjang segala aspek kehidupan. Sehingga dapai
dikatakan populasi manusia sudsh tidak dapat dipisahkan dengen kebutuhan
teknologi, Salah satu reknologi yang dibutuhkan bagi manusia didalam menjalankan
aklivitas sehari-hari adalah  komputer. Komputer merupakan teknologi yang
diciptakan manusia untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan pekerjpan
dalam aktivitas manusia dimana computer itu sendiri pada dasarnya ditunjang oleh
suatu bentuk perintah vang terdiri dar kumpulan kode, yang lebih dikenal dengan
perangkal lunak atau program komputer

Menurut undang undang Hak Cipta, Program Komputer adalah sekumpulan
nstrukst vang diwajudkan dalam bentuk bahass, kode, skema, ataupun bentuk lain, vang
apabila digabungkon  dengan  media  yang  dapat dibaca dengan komputer akan
mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau
untuk mencapal hasit yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-

instruksi tersebut’,

! Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indosiesia Tabun 2002 Momor 85, unfana-
amdang Ma. D Tahun 2002 Tentang Hak Cipin, Jakarca, 29 juli 2002, Paal |,
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Dengan berjalannya waktu, program komputer ini berkembanp sesuai dengan
kebutuhan pengpgunaannya. Dimana pihek  pembuat program  komputer, yang
selanjutnya disebut penulis sebagai programmer, memuatkan suat perjanjian yanp
istnya mencakup segala yang diperlukan wntuk melindungi hasil ciptaannya yang
disebut dengan perjanjian lisensi. Hal ini didasarkan bahwa terdapat usaha dari
programmer/pencipta datam menghasilkan ciptaannya dengan menuliskan perintah-
perintabh atau program  tersebut, dapat dimengerli bahwa pembuatan  program
komputer membutubkan penguasasn  pengelahuan dan  keshlian vang  khusus,
sehingoa diperlukan suatu perlindungan terhadap programnya.

Dilihat dari ruang linghup disteibusi program komputer, masyarakat Indonesia
Khususnya pengguna teknologi informasi masih banyak vang memperoleh propram
komputer dengen melakukan pembajakan, Hal ini dischabkan oleh rendahnya
pengetahuan masyarakat mengenal hukum yang berlaku, serta masih banyaknya
masyarakal vang tidak mempunyai tunjangan ckonomi vang mencukupi, Sehinga
pembajakan merupakan langkal yang paling banyak diambil oleh masyvarakat untuk
mentkmatt kemajuan dan memenuhr kebutuhan akan program komputer. Dampak
negative yanp ditimbulkan  erhadap pembajakan program  komputer berakibat
limbulnya pandangen negatif’ dari dunia internasional serta sampai pada hilangnya
pendapatan Megara berupa pajak, dan pembajakan merupakan perampasan terhadap
nak cipla yang Gdak sesuai denpan budays itmu pengetahuan herlandaskan Hak
Foekavaan Intelektual.

Uintuk ile, dibutuhkan solust untuk menyelesatkan permasalahan terhadap

pelangparan Hak  atas Kekayvaan Intelekiual, khususnva program  komputer.
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BAB IV

PENUTLP

Kesimpulan

Berdasarkan  penclitiom yang  penuolis lakukan, sebazaimans vang telah

diuraikan pada bab-bab sehelumnya dapat disimpulkan schagai beriku:

Lisensi Cieneral Public License (GPL) merupskan suatu bentuk perjanjian
pengalihan hak dengan ahjek program komputer, dikeluarkan oleh badan Free
Software Fondation (FST), dimana isi ketentuan vang lerangkum menonjolkan
asas  kebebasan,  yaitu  kebebasan  dalam menvaling  menggunakan,
memodifikasi dan mendistribusikan kembali. Bentok perjanjian Lisensi GPL
sesual dengan kerentuan hukum lisensi yang ada i Indonesia, walaupun
terdapat sedikit perbedaan dizmtaranya:

#. Lisensi GPL seperti pada umumnya lisensi mengenai program komputer
yang lainnya, merupakan lisensi vang dibuat sccara sepihak olch
penciptanya dan developer atar pengembang program komputer, dimans
pikak penerima lisensi tidek ditkut sertakan dalam membuat dan
menetapkan  Ketentuan vang  tercakup  didalam  fisensi.  melainkan
penerimi lisensi menyangeupi ketentsan yane telah ada dari lisensi GPL
ini.

b Ketentuan Lisensi GPL yang menvatakan bahwa Lisensi GPL bebas
dari biaya rovalty yang dibebankan kepada pibak penerima lisensi.

seperti vang telah dijclaskan bahwa menurut Hukum Hak Kekayaan
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Intelektual, didalam Hak Cipta, Hak Paten, sepala kelenlwan vang
terdapat didalam suatu pecjanjisn lisensi berisikan ketentuan yang
disepakati dan disanggopi oleh para pihak dan rtidak merugikan
perekonomian regara dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia
Menurut TRIP's, Lisensi merupakan salah saru benuk alih eknologi dalam
menyerap leknofogl baru guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
negara herkembang serta mengejer ketertinggalan dari negara yang telah maju.
Didukung dengan Konvensi Beme dalam menetapkan ketentuan mengenai
pemberian lisensi, yang berlaku antar sesama anggots World Inielectual
Property Organization (WIPO)
Penerapan  dan  penggunaan  Lisensi GPL  didalam  program  komputer
didasarkan dengan kelentuan vang terkandung didalam isi Lisensi GPL,
terutama  dalam  hal penggunaan, penyalinan, modifikasi dan  distribusi
kembali. Lisensi GPL juga menjefaskan ruang lingkup, jangka waktu dan
pembatalan yang sewaktu-waktu dapat terjadi,
Kendala dalam penggunaan vamg ditemukan berupa masih sedikitmya
pengaturan hukum mengenai pemberian lisensi dalam program komputer yang
bersifat terbuka dan bebas (open source software). Sclain itu pemahaman yang
berbeda beda mengenai alih bahasa Lisensi GPL, karens sedikit saja
pemahaman yang salah dari ketentuan Lisensi GPL, menimbulkan dampak

salah paham dan salah pengertian dari Lisensi GPL.
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